BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1405, 2017

ANRI. Pengadaan CPNS. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang

1.

berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja
tingi dan sejahtera, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang
kompeten melalui sistem pengadaan yang baik dan

bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam

pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip
Nasional Republik Indonesia, perlu adanya pedoman
dalam pelaksanaannya;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik

Indonesia;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5071);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 322);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai
Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai
Negeri Sipil Tahun 2017 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 905);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Nilai

Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon
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Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1380);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9
Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Calon Pegawai Negeri Sipil( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 781);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut Pengadaan CPNS adalah proses kegiatan
pengisian formasi yang lowong dimulai dari perencanaan,
seleksi administrasi, ujian tertulis, penetapan nama yang
akan diangkat, penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri

Sipil (NIP) sampai dengan pengangkatan menjadi CPNS.

. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya

disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk
lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan
tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di

ibukota negara.

. Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang

selanjutnya disebut dengan Panitia Seleksi, adalah Tim
yang bertugas untuk melakukan seleksi Calon Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Arsip Nasional Republik
Indonesia dengan menggunakan kriteria dan persyaratan

yang telah ditetapkan.
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4. Sekretariat Panitia adalah Tim yang bertugas untuk
melakukan persiapan dan koordinasi pelaksanaan seleksi
Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Arsip Nasional
Republik Indonesia.

5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
dengan CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

6. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD
adalah materi tes yang diujikan kepada peserta dengan
muatan materi: Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensi
Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi.

7. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat
SKB adalah materi tes yang diujikan kepada peserta
untuk mengukur kemampuan dan/atau keterampilan
peserta ujian yang berkaitan dengan kompetensi jabatan
atau pekerjaan yang dapat dilakukan melalui tes
substansi jabatan melalui CAT atau praktik, tes psikologi,
dan wawancara.

8. Passing Grade adalah nilai ambang batas kelulusan dari
seorang peserta ujian CPNS.

9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat

PPK adalah Kepala ANRI.

Pasal 2
(1) Pedoman Pengadaan CPNS merupakan acuan bagi PPK
dan/atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang
kepegawaian di dalam pelaksanaan pengadaan CPNS di
lingkungan ANRI.
(2) Pedoman Pengadaan CPNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3
Tujuan Pedoman Pengadaan CPNS di lingkungan ANRI antara
lain:
a. terlaksananya kegiatan pengadaan CPNS yang transparan,

obyektif, netral dan akuntabel; dan
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menjadi petunjuk bagi panitia dalam melaksanakan

kegiatan Pengadaan CPNS.

Pasal 4

Pengadaan dan pengangkatan CPNS dilakukan berdasarkan

prinsip sebagai berikut:

a.

kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara
sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada
passing grade yang telah ditetapkan dan atau nilai
tertinggi dari peserta;

adil, dalam arti proses pelaksanaan seleksi tidak memihak
atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang
kurang, tidak ada pilih kasih;

objektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan
penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan
hasil tes/tes sesuai keadaan yang sesungguhnya;
transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran,
pelaksanaan tes, pengolahan hasil tes serta pengumuman
hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka;

bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam
arti seluruh proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme;
dan

tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan
biaya apapun dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri
Sipil meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan,
pemberkasan, dan pengangkatan CPNS sampai dengan

pengangkatan menjadi PNS.

Pasal 5

Sumber pendanaan bagi pelaksanaan Pengadaan CPNS di

lingkungan ANRI dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran ANRI Tahun Anggaran berjalan.



